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Pengawasan internal sektor publik bagian tak terpisahkan dari
sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Perubahan paradigma
internal audit dari pemeriksaan paska peristiwa atau kegiatan
menjadi mitra keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis pengaruh
independensi, kompetensi, dan komunikasi auditor terhadap
kepatuhan regulasi satuan kerja dengan advisory effectiveness
sebagai variabel mediasi. Penelitian kuantitatif eksplanatori ini
diuji menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling -
Partial Least Squares 4 (SEM-PLS 4). Sampel penelitian
berjumlah 105 satuan kerja yang menjadi objek penugasan audit
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun
2024, dipilih menggunakan teknik total sampling. Pengumpulan
data melibatkan data primer dari kuesioner dan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi dan
komunikasi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap
advisory effectiveness sedangkan kompetensi auditor berpengaruh
negatif signifikan. Komunikasi auditor terbukti berpengaruh
langsung secara positif terhadap kepatuhan regulasi, sementara
independensi dan kompetensi tidak memiliki pengaruh langsung
yang signifikan. Lebih lanjut, advisory effectiveness terbukti
secara signifikan mampu memediasi pengaruh independensi,
kompetensi, dan komunikasi auditor terhadap kepatuhan regulasi
satuan kerja. Pimpinan satuan kerja perlu memberi perhatian pada
peningkatan kompetensi dan independensi internal audit.
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1. PENDAHULUAN

Pengawasan internal merupakan elemen
fundamental dalam tata kelola pemerintahan modern,
terutama dalam memastikan bahwa proses birokrasi
berjalan secara akuntabel dan sesuai prinsip good
governance (Sovia Faturahman & Kholmi, 2021).
Berbagai standar internasional seperti Global
Internal Audit Standards (GIAS) menegaskan bahwa
auditor internal memiliki peran ganda yaitu
memberikan jaminan (assurance) atas efektivitas
pengendalian  sekaligus menawarkan dukungan
konsultatif (4dvisory) yang dapat mendorong

peningkatan  kinerja  organisasi  (IIA, 2024).
Pendekatan Advisory yang semakin relevan ini lahir
dari kebutuhan organisasi publik untuk beradaptasi
terhadap perubahan lingkungan, kompleksitas
regulasi, dan ekspektasi masyarakat. Dalam konteks
sektor publik, fungsi pengawasan internal tidak
hanya bertujuan mendeteksi kelemahan, tetapi juga
mendukung pencapaian tujuan program melalui
rekomendasi yang strategis dan berbasis risiko.
Pemerintah  Indonesia  melalui  agenda
Reformasi Birokrasi terus mendorong transformasi
peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
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agar lebih adaptif dan berorientasi pada pemberian
nilai tambah. Berkaitan dengan upaya
mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dimana
BPKP sebagai lembaga pembina Jabatan Fungsional
Auditor (JFA) menetapkan Peraturan Kepala BPKP
Nomor PER-1633/K/JF/2011 mengenai pedoman
teknis peningkatan kapabilitas APIP.

Kapabilitas APIP diartikan sebagai
kemampuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan
yang mencakup tiga elemen utama yang saling
berkaitan yaitu kapasitas, kewenangan, serta
kompetensi sumber daya manusia (Rabbany Masdan
et al.,, 2025). Ketiga aspek tersebut harus dimiliki
agar APIP dapat menjalankan perannya secara
optimal. Dalam hal ini, pengawasan tidak lagi
diposisikan  semata  sebagai  aktivitas  untuk
menemukan kesalahan tetapi menjadi instrumen
strategis untuk membimbing satuan kerja melalui
pembinaan yang konstruktif dan rekomendasi yang
dapat diimplementasikan. Pergeseran paradigma ini
menuntut auditor pemerintah untuk memiliki
independensi,  kompetensi, dan  kemampuan
komunikasi yang kuat terutama ketika menjalankan
fungsi konsultatif yang membutuhkan interaksi
intensif dengan pihak yang diawasi. Selain itu, arah
kebijakan pemerintah menekankan bahwa Advisory
yang  efektif ~mampu  mengurangi risiko
penyimpangan sejak dini sebelum berkembang
menjadi masalah yang lebih besar.

Dalam lingkup nasional, Kementerian PU
(PU)  merupakan institusi  dengan  tingkat
kompleksitas yang tinggi karena mengelola berbagai
program pembangunan infrastruktur berskala besar
(Anggraini & Mihardja, 2025). Pelaksanaan kegiatan
yang melibatkan banyak satuan kerja, kontrak
konstruksi, serta proses pengadaan menjadikan
kementerian ini memiliki risiko administratif dan
keuangan yang signifikan. Kebutuhan akan sistem
pengendalian intern yang kuat menjadi sangat
mendesak agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan
sesuai ketentuan dan meminimalkan kemungkinan
terjadinya penyimpangan. Selain menjalankan fungsi
assurance, auditor internal PU dituntut mampu
memberikan pembinaan dan Advisory yang relevan
untuk membantu satuan kerja memahami dan
menerapkan regulasi dengan lebih baik. Melalui
pendekatan ini, pengawasan internal dapat berperan
bukan hanya sebagai penjaga kepatuhan tetapi juga
mitra strategis dalam meningkatkan kualitas tata
kelola proyek pemerintah.

Tren pengawasan eksternal juga menunjukkan
dinamika yang penting dalam konteks akuntabilitas
Kementerian PU. Data Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) menunjukkan bahwa jumlah temuan atas
Laporan Keuangan Kementerian PU mengalami
penurunan  signifikan  sebagaimana  Gambar
Penurunan temuan tersebut mencerminkan adanya
perbaikan pada aspek pengelolaan dan pelaporan

keuangan sekaligus menunjukkan meningkatnya
efektivitas sistem pengendalian intern di lingkungan
kementerian.

Gambar 1. Tren Jumlah Temuan Pemeriksaan pada
LHP BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PU
Sumber: LHP BPK Tahun 2018-2024 (diolah
Penulis)

Kondisi ini juga menegaskan pentingnya
kontribusi pengawasan internal yang bekerja secara
preventif untuk memastikan kualitas pengendalian
telah memadai sebelum pemeriksaan oleh auditor
eksternal dilakukan. Efektivitas pengawasan internal
yang lebih baik dapat membantu mencegah terjadinya
kembali temuan berulang, memperkuat kepatuhan
terhadap regulasi dan meningkatkan kualitas proses
penyusunan laporan keuangan. Selain itu, hasil
tersebut menjadi indikator bahwa kolaborasi antara
auditor internal dan satuan kerja dalam menjalankan
fungsi Advisory telah menghasilkan dampak yang
positif terhadap tata kelola keuangan.

Di Kementerian PU, Inspektorat Jenderal
menjalankan berbagai bentuk audit internal seperti
audit kinerja, audit tujuan tertentu (ADTT), reviu,
evaluasi, pendampingan, dan pemantauan tindak
lanjut. Selain menjalankan fungsi assurance, auditor
juga memberikan masukan, arahan, serta rekomendasi
perbaikan kepada satuan kerja selama proses
pengawasan. Bentuk pembinaan tersebut
mencerminkan fungsi konsultatif auditor yang dikenal
sebagai Advisory. Fungsi ini memberikan ruang bagi
auditor untuk memberikan arahan, konsultasi, dan
mitigasi risiko kepada satuan kerja sebelum potensi
masalah berkembang menjadi temuan signifikan.
Pendekatan yang bersifat preventif tersebut semakin
relevan karena membantu satker memahami risiko

kritis yang Dberpotensi muncul dalam siklus
perencanaan,  pelaksanaan, hingga  pelaporan
kegiatan.

Kendati demikian, data rekapitulasi temuan
pengawasan internal Itjen selama 2018-2024

menunjukkan bahwa jumlah temuan masih tinggi dan
belum menunjukkan tren penurunan yang signifikan.
Total temuan dan rekomendasi terus bertambah
seiring  meningkatnya  kompleksitas  program
Kementerian PU yang melibatkan proyek konstruksi
besar, pengadaan barang dan jasa, serta berbagai
komponen administratif lainnya. Kondisi tersebut
mengindikasikan bahwa tantangan kepatuhan belum
sepenuhnya teratasi meskipun upaya penguatan
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sistem pengendalian intern telah dilakukan. Selain
itu, peningkatan jumlah temuan mencerminkan
adanya kesenjangan antara pelaksanaan regulasi
dengan implementasinya di tingkat satuan kerja.
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Gambar 2. Tren Jumlah Temuan Pengawasan Internal
Itjen Kementerian PU Tahun 2018-2024
Sumber: eptlhp.pu.go.id, diolah oleh penulis

Berdasarkan rekapitulasi temuan pengawasan
internal Inspektorat Jenderal Kementerian PU selama
periode 2018-2024, terlihat bahwa jumlah temuan
berfluktuasi secara signifikan dari tahun ke tahun
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2. Pada
tahun 2018 jumlah temuan tercatat sebanyak 177
temuan dan meningkat menjadi 240 temuan pada
tahun 2019. Lonjakan tajam terjadi pada tahun 2020
dengan total 860 temuan, yang kemudian menurun
menjadi 618 temuan pada tahun 2021. Puncak
tertinggi jumlah temuan terjadi pada tahun 2022
dengan total 965 temuan, sebelum mengalami
penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi 333
temuan dan kembali meningkat pada tahun 2024
menjadi 664 temuan.

Fluktuasi jumlah temuan tersebut
menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan regulasi
satuan kerja belum bersifat stabil dan sangat
dipengaruhi oleh dinamika kebijakan, tekanan
realisasi anggaran, serta kompleksitas pelaksanaan
program pembangunan infrastruktur. Lonjakan
temuan pada tahun 2020 dan 2022 mengindikasikan
adanya tekanan tinggi pada sistem pengendalian
intern, baik akibat percepatan belanja, perubahan
kebijakan, maupun peningkatan aktivitas proyek.
Sementara itu, penurunan pada tahun 2023
merefleksikan adanya perbaikan awal dalam tata
kelola dan efektivitas pengawasan meskipun
peningkatan kembali pada tahun 2024 menunjukkan
bahwa risiko ketidakpatuhan masih bersifat dinamis
dan belum sepenuhnya terkendali secara konsisten.

Kondisi  ini  memperlihatkan ~ bahwa
pengawasan internal di Kementerian PU masih
menghadapi tantangan yang berkelanjutan dalam
menjaga stabilitas kepatuhan regulasi satuan kerja.
Tingginya fluktuasi jumlah temuan mengindikasikan
bahwa perbaikan sistem pengendalian intern belum
berjalan secara merata dan berkelanjutan di seluruh
lini organisasi.

Advisory menjadi sangat penting karena
tingginya beban temuan internal berpotensi
berkembang menjadi temuan eksternal apabila tidak
ditangani secara sistematis. Meskipun jumlah temuan
BPK terhadap laporan keuangan menurun signifikan
sepanjang 2018-2024, tingginya beban temuan
internal selama 2018-2024 menunjukkan adanya
kesenjangan antara kualitas pelaporan keuangan dan
kondisi pengendalian internal yang lebih luas.
Penurunan temuan eksternal tidak selalu berarti
bahwa risiko di tingkat operasional telah sepenuhnya
terkendali, karena banyak temuan internal
mencerminkan kelemahan mendasar dalam proses
dan kepatuhan regulasi. Dalam konteks ini,
memperkuat ~ kompetensi, independensi,  dan
kemampuan komunikasi auditor menjadi faktor kunci
untuk meningkatkan efektivitas Advisory. Ketiga
aspek tersebut memungkinkan auditor memberikan
rekomendasi yang lebih relevan, objektif, dan mudah
dipahami oleh satuan kerja. Dengan demikian,
optimalisasi fungsi Advisory diperlukan untuk
menjembatani kesenjangan antara sistem
pengendalian intern dan kualitas tata kelola yang
diharapkan.

Penelitian Sawaya et al. (2025) menegaskan
bahwa independensi dan keahlian auditor memiliki
pengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan dan
efektivitas audit sehingga menempatkan kedua aspek
tersebut sebagai fondasi utama dalam menjaga
kredibilitas proses audit. Hasil penelitian tersebut
mendukung pandangan bahwa kualitas Advisory
tidak dapat dipisahkan dari integritas dan kompetensi
teknis auditor. Relevansi ini semakin menguat karena
Advisory pada sektor publik membutuhkan keputusan
profesional yang bebas dari tekanan pihak manapun.
Penelitian Ambarwati et al. (2024) menunjukkan
bahwa kompetensi dan independensi auditor secara
langsung meningkatkan kualitas audit, yang pada
akhirnya meningkatkan penerimaan rekomendasi
oleh entitas yang diaudit. Ketika auditor mampu
menunjukkan kompetensi yang konsisten, auditee
lebih cenderung menganggap rekomendasi sebagai
sumber pembelajaran bukan sekadar kewajiban
administratif.

Penelitian Amalia et al. (2023) secara eksplisit
meneliti hubungan antara kompetensi, independensi,
dan komunikasi auditor terhadap efektivitas audit
internal dan menemukan bahwa ketiga variabel
tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap
efektivitas proses audit. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa efektivitas audit tidak hanya
ditentukan oleh kemampuan teknis auditor tetapi juga
oleh kemampuannya dalam menyampaikan temuan
dan rekomendasi secara jelas serta komunikatif.
Dalam konteks Advisory, kemampuan berkomunikasi
menjadi komponen fundamental karena Advisory
membutuhkan dialog dua arah yang produktif antara
auditor dan satuan kerja. Selain itu, kombinasi
kompetensi teknis dan independensi membantu
auditor menjaga kualitas rekomendasi sembari tetap
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adaptif dalam memberikan arahan perbaikan. Selain
itu, penelitian (Zaqgiani & Sopian, 2025) menemukan
bahwa kompetensi dan independensi auditor
meningkatkan kualitas audit internal melalui variabel
mediasi etika auditor yang menunjukkan bahwa
perilaku profesional auditor berpengaruh besar
terhadap efektivitas proses audit. Dalam konteks
Advisory, cara auditor menyampaikan rekomendasi
dan menjaga profesionalisme menjadi faktor yang
sangat menentukan efektivitas komunikasi dengan
satuan  kerja. = Hasil  penelitian ini  juga
mengindikasikan bahwa etika auditor memperkuat
penerimaan rekomendasi karena satker cenderung
lebih percaya pada auditor yang menunjukkan
integritas dan objektivitas.

Meskipun banyak penelitian sebelumnya
membahas pengaruh kompetensi dan independensi
terhadap kualitas audit, kajian yang secara spesifik
menyoroti Advisory effectiveness dalam konteks
organisasi pemerintah masih sangat terbatas, terutama
di lingkungan Kementerian PU. Kondisi ini
memperlihatkan adanya kesenjangan penelitian
karena Advisory merupakan fungsi strategis yang
semakin diperkuat melalui agenda Reformasi
Birokrasi dan pengembangan peran APIP. Minimnya
penelitian  terkait efektivitas  Advisory  juga
menyulitkan instansi untuk mengetahui sejauh mana
fungsi konsultatif auditor telah berkontribusi
terhadap peningkatan kualitas tata kelola satuan
kerja. Selain itu, kompleksitas program infrastruktur
PU memperbesar urgensi untuk memahami bagaimana
Advisory dapat memperbaiki proses kerja satker. Oleh
sebab itu, dibutuhkan penelitian yang secara khusus
mengevaluasi efektivitas fungsi Advisory dalam
pengawasan internal Kementerian PU. Kekosongan
literatur ini menjadi dasar penting bagi penelitian
yang berupaya menyusun model empiris terkait
Advisory dan kepatuhan regulasi. Meskipun berbagai
penelitian telah mengkaji pengaruh kompetensi dan
independensi auditor terhadap kualitas audit,
penelitian yang secara khusus mengkaji peran
Advisory  effectiveness dalam  meningkatkan
kepatuhan regulasi pada organisasi sektor publik
masih terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian
sebelumnya menempatkan kualitas audit sebagai
outcome utama tanpa mengeksplorasi mekanisme
pembinaan melalui fungsi Advisory. Advisory
berperan sebagai jembatan antara fungsi pengawasan
dan fungsi pembinaan yang bersifat preventif.
Menurut IIA, fungsi Advisory memungkinkan
auditor ~memberikan  nilai  tambah  melalui
rekomendasi yang aplikatif dan solutif, bukan
sekadar temuan korektif. Namun, efektivitas
Advisory itu sendiri sangat dipengaruhi oleh kualitas
independensi, kompetensi, dan komunikasi auditor.
Oleh karena itu, penelitian yang menguji Advisory
sebagai mekanisme mediasi menjadi penting untuk
menjelaskan  bagaimana  karakteristik  auditor
ditransformasikan menjadi peningkatan kepatuhan

regulasi secara empiris (IIA, 2020; Arens et al.,
2020).

Dalam kerangka reformasi pengawasan APIP,
Advisory diposisikan sebagai instrumen strategis
yang menjembatani peran assurance dan upaya
pembinaan preventif. Advisory tidak lagi dipandang
sekadar sebagai pelengkap kegiatan assurance
melainkan sebagai bagian integral dalam penguatan
tata kelola organisasi. Melalui Advisory, auditor
diharapkan mampu mengarahkan satuan kerja untuk
memahami risiko sejak tahap perencanaan hingga
pelaksanaan kegiatan. Namun, keberhasilan fungsi
tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat independensi
auditor dalam menjaga objektivitas, kompetensi
auditor dalam memahami substansi permasalahan
serta komunikasi auditor dalam menyampaikan
rekomendasi  secara  efektif. — Tanpa  ketiga
karakteristik tersebut, fungsi Advisory berpotensi
kehilangan daya pengaruhnya terhadap perilaku
kepatuhan satuan kerja. Hal ini sejalan dengan
konsep Professional Judgment yang menekankan
bahwa kualitas keputusan auditor sangat ditentukan
oleh kompetensi, independensi, dan proses
komunikasi profesional. mengkaji peran Advisory
effectiveness dalam meningkatkan kepatuhan regulasi
pada organisasi sektor publik masih terbatas. Selain
itu, sebagian besar  penelitian  sebelumnya
menempatkan kualitas audit sebagai outcome utama
tanpa mengeksplorasi mekanisme pembinaan melalui
fungsi Advisory. Advisory berperan sebagai jembatan
antara fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan
yang bersifat preventif. Menurut I1A, fungsi Advisory
memungkinkan auditor memberikan nilai tambah
melalui rekomendasi yang aplikatif dan solutif,
bukan sekadar temuan korektif. Namun, efektivitas
Advisory itu sendiri sangat dipengaruhi oleh kualitas
independensi, kompetensi, dan komunikasi auditor.
Oleh karena itu, penelitian yang menguji Advisory
sebagai mekanisme mediasi menjadi penting untuk
menjelaskan  bagaimana  karakteristik  auditor
ditransformasikan menjadi peningkatan kepatuhan
regulasi secara empiris (ITA, 2020; Arens et al.,
2020).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kuantitatif dengan desain eksplanatori (explanatory
research). Metode kuantitatif merupakan pendekatan
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme,
menggunakan data numerik, instrumen terstandar,
serta analisis statistik untuk menguji hipotesis yang
telah dirumuskan (Sugiyono, 2016). Penelitian
eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan hubungan
kausal antarvariabel melalui pengujian empiris yang
terukur sehingga sesuai dengan fokus penelitian ini
yang menganalisis pengaruh independensi auditor,
kompetensi auditor, dan komunikasi auditor terhadap
kepatuhan regulasi satuan kerja dengan Advisory
effectiveness sebagai variabel mediasi. Menurut
Creswell (2009), penelitian eksplanatori digunakan
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ketika peneliti ingin mengetahui pengaruh langsung
maupun tidak langsung suatu variabel terhadap
variabel lain dalam suatu model teoretis.

Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada
struktur Pernyataan penelitian yang memuat kata
kunci seperti pengaruh, hubungan, dan efektivitas
yang menunjukkan orientasi penelitian pada
pengujian hubungan sebab-akibat antarvariabel.
Selain itu, desain eksplanatori memungkinkan
peneliti menjelaskan  mekanisme mediasi dalam
model struktural sehingga mampu memberikan
gambaran utuh mengenai bagaimana variabel auditor
memengaruhi kepatuhan regulasi melalui efektivitas
Advisory.

Penelitian ini menggunakan instrumen
kuesioner terstruktur sebagai sumber data primer
yang disusun berdasarkan indikator tiap variabel.
Kuesioner tersebut menggunakan skala Likert karena
skala ini memudahkan responden menyatakan tingkat
persetujuan  mereka  secara  kuantitatif  dan
memungkinkan  analisis  statistik ~ multivariat
dilakukan secara optimal (Sugiyono, 2016). Analisis
data dilakukan menggunakan SEM-PLS yang dipilih
karena mampu menganalisis hubungan kausal
kompleks termasuk model dengan variabel mediasi
serta indikator reflektif. Menurut Hair et al. (2014),
SEM-PLS sesuai untuk penelitian eksplanatori yang
bertujuan mengembangkan teori dan memprediksi
hubungan antarvariabel dalam model struktural.
Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi
teoretis melalui pengujian model empiris yang
memperkuat pemahaman tentang faktor-faktor
penentu kepatuhan regulasi satker serta kontribusi
praktis bagi peningkatan kualitas pengawasan
internal melalui penguatan peran auditor sebagai
trusted advisor. Dengan analisis statistik yang
komprehensif, penelitian ini berpotensi memperkaya
literatur audit internal, khususnya dalam konteks
sektor publik.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
satuan kerja yang menjadi objek penugasan audit
Inspektorat Jenderal Kementerian PU pada tahun
2024 beserta auditor yang terlibat dalam penugasan
audit tersebut. Populasi ini dipilih karena auditor dan
satuan kerja yang terlibat dalam penugasan audit
memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan
fungsi assurance dan Advisory yang menjadi fokus
penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah
satuan kerja yang menjadi objek penugasan audit.
Berdasarkan data surat tugas penugasan audit dan
Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat
Jenderal Kementerian PU tahun 2024, terdapat 105
satuan kerja yang menjadi objek penugasan audit.

Penelitian ini menggunakan teknik total
sampling (sensus sampling), yaitu seluruh anggota
populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Dengan
demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah
sebanyak 105 satuan kerja. Penggunaan total
sampling dilakukan karena jumlah populasi relatif
terbatas serta untuk memastikan keterkaitan antara

data primer dan data sekunder dalam penelitian.
Setiap satuan kerja menjadi unit analisis yang
mengintegrasikan data kepatuhan regulasi yang
diperoleh dari dokumen pengawasan dengan persepsi
auditor dan auditee terkait pelaksanaan Advisory.

Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan Structural Equation Modeling berbasis
Partial Least Squares 4 (SEM-PLS 4). SEM-PLS
dipilih karena mampu menguji hubungan kausal yang
kompleks, melibatkan banyak variabel dan indikator,
serta mengakomodasi model dengan variabel
mediasi. Menurut Hair et al., (2014), SEM-PLS
cocok digunakan ketika tujuan penelitian adalah
untuk  prediksi hubungan antarvariabel dan
pengembangan teori terutama pada penelitian dengan
jumlah sampel yang tidak terlalu besar namun
memiliki model struktural yang komprehensif. Selain
itu, SEM—PLS tidak mengharuskan data berdistribusi
normal dan mampu menangani model dengan
indikator reflektif maupun format skala Likert.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan
menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi
terbaru karena aplikasi ini mendukung pengolahan
data berbasis PLS-SEM termasuk pengujian validitas
dan reliabilitas  konstruk, analisis hubungan
struktural, serta uji mediasi. Analisis dilakukan
melalui dua tahap utama yaitu pengujian model
pengukuran (outer model) dan pengujian model
struktural (inner model). Selanjutnya dilakukan uji
mediasi untuk mengetahui peran  Advisory
effectiveness dalam memediasi hubungan antara
variabel independen dan variabel dependen. Hasil
analisis akan diinterpretasikan dengan melihat nilai
koefisien jalur, signifikansi statistik, serta kekuatan
prediktif model.

Satuan Kerja Auditor

L Kuesioner J

L4
Raw Data

y
PLS SEM

Y
Hasil Olah Data

Gambar 3. Bagan Proses Olah Data
Sumber : diolah penulis

Untuk memastikan keakuratan dan
keterpercayaan hasil analisis, penelitian ini mengikuti
standar evaluasi kualitas model yang
dirckomendasikan Hair et al., (2014), termasuk
melihat nilai outer loading, Composite reliability,
Cronbach’s Alpha, Average Variance Extracted
(AVE), discriminant validity, nilai R?, 2, Q2 serta
signifikansi  bootstrapping.  Evaluasi  tersebut
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memastikan bahwa hasil analisis empiris tidak hanya

akurat, tetapi juga valid, reliabel, dan dapat
menjawab Pernyataan penelitian secara
komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antar
variabel dalam model penelitian memiliki pengaruh
yang signifikan secara statistik. Pengujian ini
dilakukan menggunakan metode bootstrapping pada
aplikasi SmartPLS. Metode bootstrapping digunakan
untuk memperoleh nilai path coefficient, t-statistic,
dan p-value yang digunakan untuk menilai
signifikansi hubungan antar konstruk dalam model
penelitian. Melalui pengujian ini dapat diketahui
apakah variabel independensi auditor, kompetensi
auditor, dan komunikasi auditor berpengaruh
terhadap Advisory effectiveness, serta apakah
variabel-variabel tersebut bersama dengan Advisory
effectiveness  berpengaruh  terhadap kepatuhan
regulasi satuan kerja.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Path Coeﬁ‘ cient

\Path Hipotesis | Original |T Statistics Keterangan
Coefficient| Sample (O) Value
Independe
nsi H1 0.388 3.531 0.000 Signifikan
|Auditor ->| Positif
Advisory
effectivene
SS
Kompeten Signifikan
si Auditor H2 -0.302 2.088 0.037 Negatif
-=>
Advisory
effectivene
Ss
Komunika Signifikan
si Auditor H3 0.856 10.217 0.000 Positif
>
Advisory
effectivene
S8
Independe Tidak
nsi H4 0.400 1.794 0.073 Signifikan
|Auditor ->|
Kepatuhan
Regulasi
Kompeten Tidak
si Auditor HS 0.265 1.307 0.191 Signifikan
>
Kepatuhan
Regulasi
Komunika Signifikan
si Auditor H6 0.811 2.922 0.003 Positif
->
Kepatuhan|
Regulasi
Advisory Signifikan
leffectivene| H7 -0.929 3.574 0.000 Negatif
88 ->
Kepatuhan|
Regulasi
Sumber: Diolah menggunakan aplikasi SmartPLS 4.0
(2026)

Berdasarkan hasil perhitungan path coefficient
yang disajikan pada Tabel IV.15, maka hasil
pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.Pada pengaruh independensi auditor
terhadap Advisory effectiveness, diperoleh nilai p-
value sebesar 0,000 dan T-statistic sebesar 3,531
yang lebih besar dari nilai T-tabel (1,96). Hasil
tersebut menunjukkan bahwa HI1 diterima, yang
berarti independensi auditor berpengaruh signifikan
positif terhadap Advisory effectiveness.

b.Pada pengaruh kompetensi auditor terhadap
Advisory effectiveness, diperoleh nilai p-value
sebesar 0,037 dan T-statistic sebesar 2,088 yang lebih
besar dari nilai T-tabel (1,96). Hal ini menunjukkan
bahwa H2 diterima, yang berarti kompetensi auditor
berpengaruh signifikan ~ terhadap  Advisory
effectiveness dengan arah hubungan negatif.

c.Pada pengaruh komunikasi auditor terhadap
Advisory effectiveness, diperoleh nilai p-value
sebesar 0,000 dan T-statistic sebesar 10,217 yang
lebih besar dari nilai T-tabel (1,96). Dengan
demikian, H3 diterima, yang berarti komunikasi
auditor berpengaruh signifikan positif terhadap
Advisory effectiveness.

d.Pada pengaruh independensi auditor
terhadap kepatuhan regulasi, diperoleh nilai p-value
sebesar 0,073 dan T-statistic sebesar 1,794 yang lebih
kecil dari nilai T-tabel (1,96). Hal ini menunjukkan
bahwa H4 ditolak, schingga independensi auditor
tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
regulasi.

e.Pada pengaruh kompetensi auditor terhadap
kepatuhan regulasi, diperoleh nilai p-value sebesar
0,191 dan T-statistic sebesar 1,307 yang lebih kecil
dari nilai T-tabel (1,96). Dengan demikian, HS
ditolak, yang berarti kompetensi auditor tidak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan regulasi.

f. Pada pengaruh komunikasi auditor terhadap
kepatuhan regulasi, diperoleh nilai p-value sebesar
0,003 dan T-statistic sebesar 2,922 yang lebih besar
dari nilai T-tabel (1,96). Hal ini menunjukkan bahwa
H6 diterima yang berarti komunikasi auditor
berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan
regulasi.

g. Pada pengaruh Advisory
effectiveness terhadap kepatuhan regulasi, diperoleh
nilai p-value sebesar 0,000 dan T-statistic sebesar
3,574 yang lebih besar dari nilai T-tabel (1,96).
Dengan demikian, H7 diterima, yang menunjukkan
bahwa Advisory effectiveness berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan regulasi dengan arah hubungan
negatif.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Sneczf ic Ina’zrect Effect

Hipotesis| Original Keterangan
Sample Stattctlcv Value
Independensi HS8 -0.360 2.821 0.005 | Signifikan
IAuditor -> Advisory)|
leffectiveness ->
IKepatuhan Regulasi
IKompetensi
\Auditor -> Advisory| H9 0.281 2.027 | 0.043 | Signifikan
leffectiveness ->
IKepatuhan Regulasi|
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Komunikasi H10 -0.794 3.500 0.000 | Signifikan
Auditor ->
\Advisory
effectiveness ->
Kepatuhan Regulasil

Sumber: Diolah menggunakan aplikasi SmartPLS 4.0

(2026)
a. Pada pengaruh independensi auditor terhadap
kepatuhan regulasi melalui Advisory

effectiveness, diperoleh nilai p-value sebesar
0,005 dan T-statistic sebesar 2,821 yang lebih
besar dari nilai T-tabel (1,96). Hasil ini
menunjukkan bahwa H1 diterima sehingga dapat
disimpulkan bahwa Advisory effectiveness
mampu memediasi secara signifikan pengaruh
independensi auditor terhadap kepatuhan regulasi.
Nilai koefisien sebesar -0,360 menunjukkan
bahwa pengaruh tidak langsung yang terjadi
memiliki arah hubungan negatif.

b. Pada pengaruh kompetensi auditor terhadap
kepatuhan regulasi melalui Advisory
effectiveness, diperoleh nilai p-value sebesar
0,043 dan T-statistic sebesar 2,027 yang lebih
besar dari nilai T-tabel (1,96). Hal ini
menunjukkan bahwa H2 diterima schingga
Advisory effectiveness terbukti memediasi
pengaruh kompetensi auditor terhadap kepatuhan
regulasi.  Nilai  koefisien  yang  positif
menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi
auditor maka semakin efektif fungsi Advisory
yang diberikan, sehingga pada akhirnya dapat
meningkatkan tingkat kepatuhan regulasi satuan

kerja.
c. Pada pengaruh komunikasi auditor terhadap
kepatuhan regulasi melalui Advisory

effectiveness, diperoleh nilai p-value sebesar
0,000 dan T-statistic sebesar 3,500 yang lebih
besar dari nilai T-tabel (1,96). Dengan demikian,
H3 diterima, yang berarti Advisory effectiveness
mampu memediasi secara signifikan pengaruh
komunikasi auditor terhadap kepatuhan regulasi.
Nilai koefisien sebesar -0,794 menunjukkan
bahwa pengaruh tidak langsung tersebut memiliki
arah hubungan negatif.
Pengaruh  Independensi
Advisory effectiveness
Hasil pengujian hipotesis pertama (HI)
menunjukkan bahwa independensi auditor
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Advisory
effectiveness. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien
jalur sebesar 0,388, nilai t-statistic sebesar 3,531, dan
nilai p-value sebesar 0,000, sehingga H1 dinyatakan
diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin
tinggi independensi auditor dalam menjalankan tugas
pengawasan, maka semakin tinggi pula efektivitas
fungsi Advisory yang diberikan kepada satuan kerja.

Auditor terhadap

terpengaruh oleh kepentingan operasional auditee.
Kondisi ini membuat rekomendasi yang diberikan
lebih kredibel, relevan, dan dapat dipercaya oleh
satuan kerja. Ketika auditor mampu menjaga
independensi, fungsi Advisory tidak dipersepsikan
sebagai bentuk kontrol yang bias melainkan sebagai
dukungan profesional yang ditujukan untuk
memperbaiki tata kelola dan mengurangi risiko
kepatuhan.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan
Attribution Theory yang menjelaskan bahwa auditee
akan membentuk persepsi atas rekomendasi auditor
berdasarkan penilaian terhadap motif, objektivitas,
dan  profesionalisme auditor. Auditor yang
dipersepsikan  independen akan lebih mudah
memperoleh atribusi positif dari auditee, sehingga
rekomendasi yang diberikan lebih diterima dan
ditindaklanjuti. Dalam konteks ini, independensi
tidak hanya berfungsi sebagai prinsip etika profesi,
tetapi juga menjadi faktor psikologis yang
memengaruhi tingkat penerimaan terhadap Advisory.

Temuan ini juga mendukung Stewardship
Theory yang memandang auditor sebagai mitra
strategis organisasi dalam mendorong perbaikan tata
kelola. Auditor yang independen dapat menjalankan
peran pembinaan secara lebih kredibel karena tidak
terikat oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan
pihak yang diawasi. Dalam kerangka GRC,
independensi auditor merupakan prinsip
fundamental yang menjamin objektivitas dan
kredibilitas fungsi pengawasan. Auditor yang
independen = mampu  mengungkapkan  risiko
kepatuhan secara objektif dan menyampaikan
rekomendasi yang relevan bagi perbaikan sistem
yang pada akhirnya memperkuat kualitas Advisory
dalam organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa fungsi Advisory akan semakin efektif apabila
dibangun di atas independensi auditor yang kuat
karena independensi membuat rekomendasi lebih
dapat dipercaya dan lebih mudah digunakan sebagai
dasar pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian Sawaya et al. (2025) yang
menunjukkan ~ bahwa  independensi auditor
berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan dan
efektivitas audit. Temuan ini juga konsisten dengan

penelitian ~ Ambarwati et al. (2024) yang
menunjukkan bahwa independensi auditor
meningkatkan kualitas audit dan mendorong

penerimaan rekomendasi oleh entitas yang diaudit.

Selain itu, Zaqiani dan Sopian (2025) juga
menegaskan bahwa independensi auditor
berkontribusi terhadap efektivitas proses audit

melalui peningkatan kredibilitas dan kepercayaan
auditee terhadap auditor. Dengan demikian, hasil
penelitian ini memperkuat temuan-temuan

o depeliaei;i :1612323; p?;:r;ir;hkztﬁgﬁg Eiiﬁ:vri sebelumnyg bahwa indep.endensi auditor. rperupakaq

menciptakan fungsi konsultatif auditor yang efektif. faktor penting dalam meningkatkan efektivitas fungsi
. . . Advisory.

Auditor yang independen cenderung  mampu VlsOlr)yalarn konteks Kementerian PU, temuan ini

menyusun rekomendasi secara objektif, bebas dari menjadi  sangat relevan karena ’ lingkungan

tekanan pihak internal maupun eksternal, serta tidak
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pengawasan di kementerian tersebut ditandai oleh
kompleksitas proyek infrastruktur, tingginya nilai
anggaran, serta kuatnya tekanan administratif. Pada
kondisi seperti ini, independensi auditor menjadi
kunci agar rekomendasi Advisory dipersepsikan
sebagai saran profesional yang bebas kepentingan.
Ketika auditor dipandang independen, satuan kerja
akan lebih mungkin membaca rekomendasi sebagai
upaya mitigasi risiko bersama, bukan sebagai bentuk
intervensi yang represif. Hal ini pada akhirnya
meningkatkan tingkat penerimaan dan implementasi
rekomendasi sehingga memperkuat efektivitas fungsi
Advisory dalam pengawasan internal.

Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Advisory
Effectivenes

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2)
menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh
signifikan terhadap Advisory effectiveness, namun
dengan arah hubungan negatif. Hal ini ditunjukkan
oleh nilai koefisien jalur sebesar -0,302, nilai t-
statistic sebesar 2,088, dan nilai p-value sebesar
0,037, sehingga H2 dinyatakan signifikan secara
statistik, tetapi arah pengaruhnya berlawanan dengan
hipotesis awal. Temuan ini menunjukkan bahwa
peningkatan kompetensi auditor dalam penelitian ini
justru diikuti oleh penurunan persepsi atas efektivitas
fungsi Advisory. Secara konseptual, hasil ini tidak
sejalan dengan rumusan hipotesis dan landasan teori
pada Bab II yang menempatkan kompetensi auditor
sebagai faktor yang semestinya memperkuat
Advisory effectiveness. Kompetensi auditor pada
dasarnya  mencerminkan  kemampuan  teknis,
pengetahuan regulasi, pengalaman profesional, serta
kemampuan analitis yang diperlukan untuk
menghasilkan rekomendasi yang relevan dan
aplikatif. Dalam kerangka GRC, auditor yang
kompeten seharusnya mampu mengidentifikasi risiko
kepatuhan secara lebih akurat, memahami akar
permasalahan  organisasi, serta  merumuskan
rekomendasi yang mendukung penguatan
pengendalian internal dan perbaikan tata kelola.

Akan tetapi, hasil empiris penelitian ini
menunjukkan bahwa kompetensi yang tinggi tidak
otomatis diterjemahkan menjadi Advisory yang
dipersepsikan lebih efektif oleh auditee. Salah satu
penjelasan yang mungkin adalah bahwa auditor yang
memiliki kompetensi teknis tinggi cenderung
menyusun rekomendasi dengan tingkat kompleksitas
yang lebih tinggi, lebih formal, dan Ilebih
menekankan ketepatan normatif dibandingkan
kemudahan implementasi. Dalam kondisi tersebut,
rekomendasi yang secara teknis sangat baik belum
tentu dipersepsikan sebagai solusi yang praktis oleh
satuan kerja. Akibatnya, meskipun auditor mampu
melakukan analisis risiko dengan lebih akurat,
rekomendasi yang diberikan dapat dianggap terlalu
rumit, terlalu ideal, atau kurang sesuai dengan
kapasitas operasional satuan kerja, schingga
menurunkan persepsi terhadap efektivitas Advisory.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui
Attribution Theory. Dalam teori tersebut, auditee
tidak hanya menilai isi rekomendasi auditor tetapi
juga menafsirkan apakah rekomendasi tersebut
relevan, realistis, dan dapat dilaksanakan dalam
konteks kerja mereka. Kompetensi auditor yang
tinggi memang dapat membentuk atribusi bahwa
auditor memiliki expertise, tetapi jika rekomendasi
yang dihasilkan terlalu teknis atau sulit diterapkan,
maka atribusi positif atas kompetensi tersebut tidak
selalu berujung pada penerimaan yang tinggi
terhadap Advisory.

Hasil ini juga menunjukkan bahwa dalam
konteks fungsi konsultatif, kompetensi teknis saja
belum cukup untuk menjamin efektivitas Advisory.
Fungsi Advisory menuntut auditor bukan hanya
benar secara substansi tetapi juga mampu
menerjemahkan pengetahuan teknis menjadi saran
yang komunikatif, kontekstual, dan implementatif.
Ketika kompetensi lebih banyak termanifestasi dalam
ketepatan analisis dibandingkan dalam
penyederhanaan solusi maka nilai tambah Advisory
yang dirasakan oleh satuan kerja dapat menjadi lebih
rendah.

Dalam konteks Kementerian PU, temuan ini
menjadi relevan karena objek audit banyak berkaitan
dengan kegiatan yang kompleks dan bersifat teknis,
seperti konstruksi, sumber daya air, dan pengadaan
infrastruktur. Pada kondisi tersebut, auditor yang
memiliki kompetensi tinggi mungkin menghasilkan
rekomendasi yang sangat lengkap dan detail tetapi
belum tentu mudah dipahami dan segera
dilaksanakan oleh satuan kerja. Kondisi ini dapat
semakin terasa apabila terdapat kesenjangan antara
latar belakang teknis auditor dan kemampuan satuan
kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi yang
diberikan. Oleh sebab itu, kompetensi auditor perlu
diimbangi dengan kemampuan menyederhanakan
analisis menjadi solusi yang lebih aplikatif.

Temuan penelitian ini berbeda dengan hasil
penelitian terdahulu yang umumnya menunjukkan
arah hubungan positif. Penelitian Ta dan Doan (2022)
menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh
positif terhadap kualitas audit melalui peningkatan
kemampuan mendeteksi risiko dan menyusun
rekomendasi yang tepat. Fitriani et al. (2025) juga
menemukan bahwa kompetensi auditor
meningkatkan kualitas layanan konsultasi, sedangkan
Maharani dan Khasanah (2026) menegaskan bahwa
kompetensi auditor berperan sebagai determinan
utama dalam meningkatkan efektivitas audit berbasis
risiko. Perbedaan arah hubungan ini menunjukkan
bahwa pada konteks pengawasan internal
Kementerian PU, kompetensi teknis auditor
kemungkinan belum sepenuhnya diimbangi oleh
kemampuan menerjemahkan rekomendasi ke dalam
bentuk Advisory yang mudah diterima oleh auditee.

Dengan demikian, hasil penelitian ini
memberikan implikasi bahwa penguatan kompetensi
auditor tidak cukup hanya difokuskan pada
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peningkatan kemampuan teknis dan analitis.
Inspektorat Jenderal Kementerian PU juga perlu
mendorong  pengembangan  kompetensi  yang

berorientasi pada implementasi, seperti kemampuan
menyusun rekomendasi yang lebih operasional,
kontekstual, dan mudah dipahami oleh satuan kerja.
Temuan ini menegaskan bahwa dalam fungsi
Advisory, auditor tidak hanya dituntut untuk
memiliki jawaban yang benar tetapi juga mampu
menyampaikan solusi yang dapat dijalankan secara
nyata oleh auditee.

Pengaruh Komunikasi Auditor terhadap Advisory
Effectivenes

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3)
menunjukkan bahwa komunikasi auditor berpengaruh
positif ~ dan  signifikan  terhadap  Advisory
effectiveness. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien
jalur sebesar 0,856, nilai t-statistic sebesar 10,217,
dan nilai p-value sebesar 0,000, schingga H3
dinyatakan diterima. Temuan ini menunjukkan
bahwa semakin baik kualitas komunikasi auditor,
maka semakin tinggi efektivitas fungsi Advisory
yang dirasakan oleh satuan kerja.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa
komunikasi merupakan faktor kunci dalam
menentukan keberhasilan fungsi konsultatif auditor.
Auditor yang mampu menyampaikan informasi,
temuan, dan rekomendasi secara jelas, terstruktur,
dan mudah dipahami akan membantu satuan kerja
memahami substansi permasalahan serta langkah
perbaikan yang perlu dilakukan. Komunikasi yang
efektif tidak hanya meningkatkan pemahaman
auditee tetapi juga memperkuat kemungkinan
implementasi rekomendasi yang diberikan.

Dalam konteks GRC, komunikasi auditor
berperan sebagai mekanisme governance yang
memastikan bahwa informasi mengenai risiko dan
kepatuhan dapat ditransformasikan menjadi tindakan
operasional yang konkret. Komunikasi yang baik
memungkinkan terjadinya proses internalization of
compliance di mana satuan kerja tidak hanya
mengetahui  rekomendasi  auditor tetapi  juga
memahami relevansi dan urgensinya dalam konteks
pekerjaan mereka.

Temuan ini juga sejalan dengan Attribution
Theory, yang menjelaskan bahwa auditee membentuk
persepsi terhadap auditor berdasarkan cara auditor

menyampaikan  rekomendasi.  Ketika  auditor
menyampaikan rekomendasi secara komunikatif,
dialogis, dan konstruktif, auditee cenderung

mengatribusikan tindakan tersebut sebagai bentuk
pembinaan profesional, bukan sebagai kontrol yang
represif. Persepsi ini meningkatkan kepercayaan dan
penerimaan  terhadap  rekomendasi,  sehingga
memperkuat efektivitas fungsi Advisory.

Selain itu, hasil ini juga mencerminkan
bahwa komunikasi auditor tidak hanya berfungsi
sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai
sarana membangun hubungan kerja yang kolaboratif
antara auditor dan satuan kerja. Auditor yang mampu

menciptakan komunikasi
ruang diskusi, serta menggunakan pendekatan
persuasif akan lebih mudah  menjembatani
kesenjangan antara perspektif audit dan kondisi
operasional satuan kerja. Hal ini pada akhirnya
meningkatkan kualitas Advisory yang diberikan.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelaahan riset
penelitian Handoyo (2024) menunjukkan bahwa
komunikasi auditor yang efektif meningkatkan
pemahaman auditee terhadap temuan audit serta
mempercepat tindak lanjut rekomendasi. Fitriani et
al. (2025) juga menemukan bahwa komunikasi yang
baik memungkinkan terjadinya information sharing
yang berkualitas sehingga mendukung efektivitas
fungsi konsultatif. Selain itu, Taufig (2023) dan
Fadhila dan Wardhani (2025) menegaskan bahwa
komunikasi yang bersifat kolaboratif dan dialogis
meningkatkan  penerimaan  rekomendasi  serta
memperkuat peran auditor sebagai trusted advisor.
Temuan-temuan tersebut memperkuat hasil penelitian
ini bahwa komunikasi auditor merupakan determinan
utama dalam meningkatkan efektivitas Advisory.

Dalam konteks Kementerian PU, temuan ini
menjadi sangat relevan mengingat kompleksitas
kegiatan dan tingginya risiko kepatuhan pada proyek
infrastruktur. Komunikasi auditor yang jelas dan
kontekstual membantu satuan kerja memahami
rekomendasi dalam kaitannya dengan kondisi
operasional yang dihadapi. Ketika rekomendasi
disampaikan secara komunikatif dan berbasis solusi,
satuan kerja akan lebih mudah menerjemahkannya ke
dalam tindakan nyata.

dua arah, memberikan

Pengaruh  Independensi Auditor terhadap
Kepatuhan Regulasi
Hasil pengujian hipotesis keempat (H4)

menunjukkan bahwa independensi auditor tidak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan regulasi
satuan kerja. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien
jalur sebesar 0,400, nilai t-statistic sebesar 1,794, dan
nilai p-value sebesar 0,073 sehingga H4 dinyatakan
tidak didukung secara empiris. Temuan ini
mengindikasikan bahwa tingkat independensi auditor
yang tinggi belum secara langsung mampu
meningkatkan kepatuhan regulasi pada tingkat satuan
kerja.

Secara konseptual, hasil ini tidak sepenuhnya
sejalan dengan kerangka teori dan hipotesis pada Bab
II yang menempatkan independensi auditor sebagai
faktor yang seharusnya meningkatkan kepatuhan
melalui peningkatan kredibilitas hasil pengawasan.
Dalam kerangka GRC, independensi auditor
merupakan elemen penting dalam mekanisme
governance yang memastikan bahwa proses
pengawasan berjalan secara objektif, transparan, dan
dapat dipercaya. Auditor yang independen mampu
menyampaikan temuan serta rekomendasi secara
jujur dan bebas dari tekanan sehingga secara teoritis
diharapkan dapat mendorong satuan kerja untuk
meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.
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Namun demikian, hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa independensi auditor lebih
berperan sebagai prasyarat daripada sebagai
determinan langsung terhadap kepatuhan. Kepatuhan
regulasi pada tingkat satuan kerja merupakan
outcome yang kompleks dan dipengaruhi oleh
berbagai faktor internal organisasi, seperti komitmen
pimpinan, budaya kepatuhan, kapasitas sumber daya
manusia, serta efektivitas sistem pengendalian
internal.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui
Attribution Theory. Meskipun independensi auditor
dapat meningkatkan persepsi bahwa rekomendasi
yang diberikan bersifat objektif dan kredibel,
persepsi tersebut tidak selalu secara langsung
diterjemahkan menjadi tindakan kepatuhan. Auditee
mungkin mengakui bahwa auditor independen tetapi
keputusan untuk menindaklanjuti rekomendasi tetap
dipengaruhi oleh pertimbangan internal seperti
keterbatasan anggaran, prioritas kegiatan, atau
kompleksitas implementasi. Hal ini menunjukkan
bahwa atribusi positif terhadap auditor belum tentu
cukup untuk mendorong perubahan perilaku
kepatuhan secara langsung.

Hasil penelitian ini juga mengindikasikan
bahwa hubungan antara independensi auditor dan
kepatuhan regulasi  bersifat tidak langsung.
Independensi  auditor  berkontribusi  terhadap
peningkatan kualitas rekomendasi dan kredibilitas
pengawasan, namun dampaknya terhadap kepatuhan
baru akan terasa apabila rekomendasi tersebut
diterima, dipahami, dan diimplementasikan oleh

satuan kerja. Dengan kata lain, diperlukan
mekanisme perantara yang mampu
mentransformasikan  kualitas  auditor = menjadi

tindakan nyata dalam organisasi.

Dalam konteks ini, Advisory effectiveness
menjadi variabel kunci yang menjembatani hubungan
tersebut. Auditor yang independen cenderung
menghasilkan rekomendasi yang lebih objektif dan
berbasis Risiko tetapi efektivitas rekomendasi
tersebut sangat bergantung pada bagaimana
rekomendasi  dikomunikasikan, diterima, dan
diimplementasikan melalui fungsi Advisory. Oleh
karena itu, pengaruh independensi auditor terhadap
kepatuhan regulasi lebih mungkin terjadi melalui
jalur tidak langsung yaitu melalui peningkatan
Advisory effectiveness, sebagaimana diuji dalam
hipotesis mediasi pada penelitian ini.

Dalam konteks Kementerian PU, temuan ini
relevan mengingat kompleksitas pengelolaan proyek
dan tingginya dinamika operasional pada satuan
kerja. Meskipun auditor telah menjaga independensi
dalam  pelaksanaan pengawasan, peningkatan
kepatuhan regulasi tetap sangat ditentukan oleh
kemampuan satuan kerja dalam menindaklanjuti
rekomendasi yang diberikan. Hal ini menunjukkan
bahwa independensi auditor perlu diiringi dengan
pendekatan Advisory yang efektif agar rekomendasi

tidak  hanya  kredibel, tetapi juga  dapat
diimplementasikan secara nyata.
Pengaruh  Kompetensi  Auditor  terhadap
Kepatuhan Regulasi

Hasil pengujian hipotesis kelima (H5)

menunjukkan bahwa kompetensi auditor tidak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan regulasi
satuan kerja. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien
jalur sebesar 0,265, nilai t-statistic sebesar 1,307, dan
nilai p-value sebesar 0,191 sehingga H5 dinyatakan
tidak didukung secara empiris. Temuan ini
menunjukkan bahwa kompetensi auditor yang
mencakup pengetahuan, pengalaman, dan
kemampuan teknis, belum secara langsung mampu
meningkatkan tingkat kepatuhan regulasi pada satuan
kerja.

Secara teoritis, hasil ini tidak sepenuhnya
sejalan dengan kerangka pemikiran pada Bab II yang
menempatkan kompetensi auditor sebagai faktor
yang seharusnya memperkuat kualitas rekomendasi
dan pada akhirnya mendorong kepatuhan. Dalam
kerangka GRC, auditor yang kompeten diharapkan
mampu mengidentifikasi risiko secara lebih akurat,
memahami kompleksitas regulasi, serta merumuskan
rekomendasi yang relevan dan berbasis risiko.
Dengan demikian, secara konseptual kompetensi
auditor seharusnya berkontribusi terhadap
peningkatan kepatuhan organisasi.

Namun demikian, hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kompetensi auditor lebih
berperan dalam menghasilkan kualitas analisis dan
rekomendasi  tetapi  tidak  secara  langsung
memengaruhi perilaku kepatuhan satuan kerja.
Kepatuhan regulasi merupakan outcome yang tidak
hanya ditentukan oleh kualitas rekomendasi auditor
tetapi juga oleh faktor internal organisasi seperti
komitmen pimpinan, budaya kepatuhan, kesiapan
sistem, serta ketersediaan sumber daya untuk
melaksanakan perbaikan. Dalam banyak kasus,
satuan kerja mungkin memahami rekomendasi yang
diberikan oleh auditor yang kompeten, namun
menghadapi kendala dalam implementasi sehingga

tingkat kepatuhan belum meningkat secara
signifikan.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui
Attribution Theory. Kompetensi auditor dapat

membentuk persepsi auditee bahwa rekomendasi
yang diberikan berasal dari pihak yang memiliki
expertise tinggi. Namun, atribusi tersebut tidak selalu
cukup untuk mendorong tindakan nyata apabila
rekomendasi dianggap sulit diterapkan atau tidak
sesuai dengan kondisi operasional satuan kerja.
Dengan kata lain, pengakuan terhadap kompetensi
auditor tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat
implementasi rekomendasi dan kepatuhan regulasi.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya
kesenjangan antara kualitas rekomendasi dan
implementasi di lapangan. Auditor yang kompeten
mungkin mampu menghasilkan rekomendasi yang
tepat secara teknis tetapi apabila rekomendasi
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tersebut tidak disusun dalam bentuk yang operasional
dan mudah diimplementasikan, maka dampaknya
terhadap kepatuhan menjadi terbatas. Hal ini
menegaskan bahwa dalam konteks fungsi konsultatif,
kompetensi  teknis perlu  diimbangi dengan
kemampuan untuk menerjemahkan analisis menjadi
solusi yang aplikatif bagi satuan kerja.

Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian
terdahulu yang umumnya menunjukkan hubungan
positif antara kompetensi auditor dan kualitas audit.
Penelitian Ta dan Doan (2022), Fitriani et al. (2025),
serta Maharani dan Khasanah (2026) menunjukkan
bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif
terhadap kualitas audit dan layanan konsultasi.
Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa hubungan
antara kompetensi auditor dan kepatuhan regulasi
bersifat lebih kompleks, terutama dalam konteks
sektor publik yang memiliki keterbatasan sumber
daya dan kompleksitas implementasi kebijakan.

Dalam konteks Kementerian PU, temuan ini
menjadi relevan karena karakteristik kegiatan yang
bersifat teknis dan kompleks. Meskipun auditor
memiliki kompetensi yang tinggi, implementasi
rekomendasi tetap sangat bergantung pada kapasitas
satuan kerja dalam menerjemahkan rekomendasi
tersebut ke dalam tindakan operasional. Keterbatasan
sumber daya, kompleksitas teknis proyek, serta
prioritas kegiatan dapat menjadi faktor penghambat
dalam  meningkatkan  kepatuhan, = meskipun
rekomendasi yang diberikan telah berkualitas.
Pengaruh kompetensi auditor terhadap kepatuhan
lebih mungkin terjadi melalui mekanisme tidak
langsung, yaitu melalui peningkatan Advisory
effectiveness yang mampu menjembatani antara
kualitas rekomendasi dan implementasi di tingkat
satuan kerja.

Pengaruh  Komunikasi  Auditor  terhadap
Kepatuhan Regulasi
Hasil pengujian hipotesis keenam (H6)

menunjukkan bahwa komunikasi auditor berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan regulasi
satuan kerja. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien
jalur sebesar 0,811, nilai t-statistic sebesar 2,922, dan
nilai p-value sebesar 0,003 sehingga H6 dinyatakan
diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin
baik komunikasi auditor, maka semakin tinggi
tingkat kepatuhan regulasi pada satuan kerja.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa
komunikasi auditor merupakan faktor yang secara
langsung memengaruhi perilaku kepatuhan satuan
kerja. Auditor yang mampu menyampaikan hasil
pengawasan, temuan, serta rekomendasi secara jelas,
sistematis, dan mudah dipahami akan membantu
satuan kerja memahami risiko yang dihadapi serta
langkah perbaikan yang harus dilakukan. Pemahaman
ini menjadi dasar penting dalam mendorong
implementasi rekomendasi, yang pada akhirnya
meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi.

Dalam konteks GRC, komunikasi auditor
berfungsi sebagai mekanisme governance yang

mentransformasikan informasi risiko dan
rekomendasi audit menjadi tindakan operasional.
Komunikasi yang efektif memungkinkan satuan kerja
tidak hanya mengetahui adanya temuan, tetapi juga
memahami relevansi dan urgensi perbaikan yang
harus dilakukan. Dengan demikian, komunikasi
menjadi jembatan antara proses identifikasi risiko
dan implementasi pengendalian internal dalam
organisasi.

Temuan ini juga dapat dijelaskan melalui
Teori Akuntabilitas, yang menekankan bahwa
transparansi dan keterbukaan informasi merupakan
bagian penting dari proses pertanggungjawaban
dalam organisasi sektor publik. Komunikasi auditor
yang jelas dan terbuka memungkinkan satuan kerja
memahami standar yang harus dipenuhi serta
konsekuensi  dari  ketidakpatuhan. Hal ini
memperkuat  komitmen satuan kerja dalam
menindaklanjuti  rekomendasi dan  memenuhi
kewajiban kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Selain itu, dalam perspektif Attribution
Theory, cara auditor menyampaikan rekomendasi
memengaruhi bagaimana auditee menafsirkan niat
dan profesionalisme auditor. Komunikasi yang
bersifat dialogis, persuasif, dan berbasis solusi akan
mendorong auditee mengatribusikan rekomendasi
sebagai bentuk pembinaan profesional, sehingga

meningkatkan ~ penerimaan dan  implementasi
rekomendasi.
Hasil penelitian ini konsisten dengan

penelaahan riset Handoyo (2024) menunjukkan
bahwa  komunikasi  auditor  yang  efektif
meningkatkan pemahaman auditee terhadap temuan
audit serta mempercepat tindak lanjut rekomendasi.
Fitriani et al. (2025) juga menemukan bahwa
komunikasi yang baik memungkinkan terjadinya
information sharing vyang berkualitas sehingga
mendukung implementasi rekomendasi audit. Selain
itu, Kurniawati dan Musonef (2021) menegaskan
bahwa komunikasi yang efektif merupakan faktor
penting dalam meningkatkan akuntabilitas publik dan
kepatuhan terhadap regulasi.

Dalam konteks Kementerian PU, temuan ini
menjadi sangat relevan mengingat kompleksitas
kegiatan dan tingginya risiko ketidakpatuhan dalam
pengelolaan  proyek infrastruktur. Komunikasi
auditor yang jelas dan kontekstual membantu satuan
kerja memahami rekomendasi dalam kaitannya
dengan kondisi operasional yang dihadapi. Ketika
rekomendasi  disampaikan secara komunikatif,
persuasif, dan berbasis solusi, satuan kerja akan lebih
mudah menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata.

Hal ini pada akhirnya meningkatkan tingkat
kepatuhan terhadap regulasi.
Pengaruh  Advisory effectiveness terhadap
Kepatuhan Regulasi

Hasil pengujian hipotesis ketujuh (H7)
menunjukkan  bahwa  Advisory effectiveness

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan regulasi
satuan kerja, namun dengan arah hubungan negatif.
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Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar -
0,929, nilai t-statistic sebesar 3,574, dan nilai p-value
sebesar 0,000, sehingga H7 dinyatakan signifikan
tetapi tidak sesuai dengan arah hipotesis yang
diajukan. Temuan ini menunjukkan bahwa
peningkatan Advisory effectiveness dalam model
penelitian ini justru diikuti oleh penurunan tingkat
kepatuhan regulasi satuan kerja.

Secara teoritis, hasil ini tidak sejalan dengan
kerangka pemikiran pada Bab II yang menempatkan
Advisory effectiveness sebagai mekanisme utama
dalam meningkatkan kepatuhan regulasi. Dalam
perspektif GRC, fungsi Advisory seharusnya
berperan sebagai jembatan antara identifikasi risiko
dan implementasi pengendalian internal, sehingga
membantu organisasi meningkatkan kepatuhan
terhadap regulasi. Selain itu, dalam Stewardship
Theory, auditor diposisikan sebagai mitra strategis
yang memberikan pembinaan dan solusi konstruktif
untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat
kepatuhan organisasi.

Namun demikian, hasil empiris penelitian ini
menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konsep
normatif dan realitas implementasi. Salah satu
penjelasan yang mungkin adalah bahwa Advisory
dalam praktik pengawasan internal masih belum
sepenuhnya dipersepsikan sebagai fungsi konsultatif
yang bersifat preventif melainkan masih dipandang
sebagai bagian dari proses pengawasan yang bersifat
korektif. Dalam kondisi tersebut, semakin intensif
Advisory diberikan, justru dapat berkorelasi dengan
semakin banyaknya temuan atau permasalahan yang
harus ditindaklanjuti oleh satuan kerja. Hal ini dapat

menyebabkan hubungan negatif secara statistik
antara Advisory effectiveness dan kepatuhan
regulasi.

Selain itu, hasil ini juga dapat dijelaskan dari
sisi karakteristik data kepatuhan regulasi yang diukur
melalui persentase penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi. Satuan kerja yang menerima Advisory
secara intensif kemungkinan merupakan satuan kerja
dengan tingkat risiko atau permasalahan yang lebih
tinggi sehingga memiliki beban tindak lanjut yang
lebih besar. Dalam kondisi tersebut, meskipun
Advisory yang diberikan dinilai efektif oleh
responden, tingkat penyelesaian rekomendasi dapat
relatif lebih rendah dibandingkan satuan kerja dengan
kompleksitas masalah yang lebih rendah. Hal ini
dapat menghasilkan hubungan negatif dalam model
empiris.

Dari perspektif Attribution Theory, hasil ini
juga menunjukkan bahwa efektivitas Advisory tidak
hanya ditentukan oleh kualitas rekomendasi tetapi
juga oleh bagaimana auditee menafsirkan dan
merespons rekomendasi tersebut. Apabila Advisory
masih dipersepsikan sebagai bentuk evaluasi atas

Selain faktor persepsi, hubungan negatif ini
juga dapat dipengaruhi oleh kompleksitas model
struktural. Dalam model SEM-PLS yang melibatkan
beberapa variabel independen dan variabel mediasi,
arah hubungan dapat dipengaruhi oleh interaksi
antarvariabel. Dalam penelitian ini, variabel
komunikasi auditor memiliki pengaruh yang sangat
kuat terhadap Advisory effectiveness, sehingga
kemungkinan terjadi dinamika hubungan yang
memengaruhi arah koefisien antara Advisory
effectiveness dan kepatuhan regulasi.

Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian
terdahulu yang umumnya menunjukkan hubungan
positif antara fungsi konsultatif auditor dan
kepatuhan organisasi. Penelitian Abdelrahim dan Al-
Malkawi (2022), Nasal dan Gani (2022), serta
Rachmayanti dan Martani (2025) menunjukkan
bahwa Advisory yang efektif mampu meningkatkan
implementasi  rekomendasi dan  memperkuat
kepatuhan. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa
dalam konteks penelitian ini, efektivitas Advisory
belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai
mekanisme peningkatan kepatuhan pada tingkat
satuan kerja.

Dalam konteks Kementerian PU, temuan ini
menjadi penting karena menunjukkan bahwa fungsi
Advisory masih menghadapi tantangan dalam
mentransformasikan rekomendasi menjadi tindakan
nyata. Kompleksitas proyek, keterbatasan sumber
daya, serta tingginya beban tindak lanjut dapat
memengaruhi kemampuan satuan kerja dalam
meningkatkan kepatuhan, meskipun Advisory yang
diberikan telah dinilai efektif.

Advisory effectiveness memediasi pengaruh
Independensi Auditor terhadap Kepatuhan
Regulasi

Hasil pengujian hipotesis kedelapan (HS)
menunjukkan  bahwa  Advisory effectiveness
memediasi secara signifikan pengaruh independensi
auditor terhadap kepatuhan regulasi satuan kerja. Hal
ini ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar 0,005 dan
t-statistic sebesar 2,821 sehingga hubungan mediasi
dinyatakan signifikan. Namun demikian, nilai
koefisien tidak langsung sebesar -0,360 menunjukkan
bahwa arah hubungan mediasi bersifat negatif.
Temuan ini mengindikasikan bahwa proses mediasi
yang terjadi memiliki dinamika yang kompleks dan
tidak sepenuhnya sejalan dengan hipotesis awal yang
mengharapkan arah positif.

Secara teoritis, dalam kerangka GRC,
independensi auditor merupakan fondasi utama
dalam menjaga objektivitas dan kredibilitas fungsi
pengawasan. Auditor yang independen mampu
mengidentifikasi risiko serta menyusun rekomendasi
secara objektif dan berbasis bukti, sehingga
meningkatkan kualitas fungsi konsultatif (Advisory)

kekurangan, bukan sebagai dukungan perbaikan, dalam  organisasi. Hal ini sejalan dengan
maka tingkat penerimaan dan implementasi pengembangan hipotesis pada Bab II yang
rekomendasi dapat menjadi tidak optimal. menyatakan bahwa independensi auditor
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berkontribusi  terhadap  peningkatan  advisory
effectiveness.

Dalam  perspektif — Attribution  Theory,
independensi  auditor memengaruhi bagaimana

auditee menafsirkan rekomendasi yang diberikan.
Auditor yang dipersepsikan independen akan lebih
dipercaya, sehingga rekomendasi yang disampaikan
melalui Advisory cenderung dianggap sebagai bentuk
penilaian profesional yang objektif. Persepsi ini
seharusnya meningkatkan tingkat penerimaan dan
implementasi rekomendasi oleh satuan kerja.

Namun demikian, hasil empiris menunjukkan
bahwa meskipun independensi auditor mampu
meningkatkan kualitas Advisory, dampak akhirnya
terhadap kepatuhan regulasi justru menunjukkan arah
negatif. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Advisory
effectiveness dalam model penelitian ini belum
sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme yang
mendorong peningkatan kepatuhan secara langsung.
Sebagaimana dibahas pada pengujian H7, Advisory
effectiveness memiliki hubungan negatif dengan
kepatuhan regulasi schingga secara matematis
memengaruhi arah hubungan mediasi yang terbentuk.

Selain itu, dari sisi implementasi, Advisory
yang dihasilkan oleh auditor independen cenderung
lebih kritis dan berbasis risiko sehingga dapat
mengidentifikasi lebih banyak kelemahan atau
ketidaksesuaian dalam satuan kerja. Kondisi ini
berpotensi meningkatkan jumlah rekomendasi yang
harus ditindaklanjuti, sehingga dalam jangka pendek
dapat menurunkan persentase penyelesaian tindak
lanjut yang digunakan sebagai indikator kepatuhan
regulasi.

Dalam perspektif Stewardship Theory, auditor
yang independen seharusnya berperan sebagai mitra
strategis dalam membantu organisasi memperbaiki
tata kelola. Namun, apabila fungsi Advisory masih
dipersepsikan sebagai bagian dari proses evaluasi
atau koreksi, maka peran pembinaan belum
sepenuhnya  terinternalisasi. Hal ini  dapat
memengaruhi bagaimana satuan kerja merespons
rekomendasi yang diberikan sehingga dampaknya
terhadap kepatuhan menjadi tidak optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian
Rachmayanti dan Martani (2025) serta Nasal dan
Gani (2022) yang menekankan bahwa efektivitas
Advisory sangat menentukan keberhasilan
implementasi rekomendasi audit. Namun demikian,
hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan
Advisory sebagai variabel mediasi tidak selalu
menghasilkan hubungan yang linear, melainkan

dipengaruhi oleh konteks implementasi dan
karakteristik satuan kerja.

Advisory effectiveness memediasi pengaruh
Kompetensi  Auditor terhadap Kepatuhan
Regulasi

Hasil pengujian hipotesis kesembilan (H9)
menunjukkan bahwa Advisory effectiveness terbukti
memediasi secara signifikan pengaruh kompetensi
auditor terhadap kepatuhan regulasi satuan kerja. Hal

ini ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar 0,043 dan
t-statistic sebesar 2,027 sehingga hubungan mediasi
dinyatakan signifikan. Nilai koefisien tidak langsung
sebesar 0,281 menunjukkan bahwa arah hubungan
mediasi bersifat positif . Dengan demikian, H9 dapat
diterima.

Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi
auditor tidak secara langsung memengaruhi
kepatuhan regulasi (sebagaimana hasil HS), tetapi
memberikan dampak melalui peningkatan kualitas
Advisory effectiveness. Hal ini mengindikasikan
bahwa kompetensi auditor baru memberikan
kontribusi terhadap kepatuhan ketika diterjemahkan
ke dalam rekomendasi yang dapat dipahami dan
diimplementasikan oleh satuan kerja.

Dalam kerangka GRC, kompetensi auditor
berperan dalam meningkatkan kualitas identifikasi
risiko, analisis permasalahan, serta penyusunan
rekomendasi yang berbasis risiko. Auditor yang
kompeten mampu mengintegrasikan pemahaman
regulasi, proses bisnis, dan kondisi operasional
organisasi ke dalam rekomendasi yang relevan dan
aplikatif. Namun demikian, tanpa adanya fungsi
Advisory yang efektif, kompetensi tersebut tidak
secara otomatis menghasilkan perubahan perilaku
kepatuhan pada satuan kerja.

Dalam  perspektif — Attribution  Theory,
kompetensi auditor memengaruhi bagaimana auditee
menilai kualitas rekomendasi yang diberikan.
Rekomendasi yang disusun berdasarkan keahlian
(expertise) dan pemahaman teknis yang kuat
cenderung dipersepsikan sebagai solusi profesional
yang kredibel. Persepsi ini meningkatkan tingkat
kepercayaan auditee yang kemudian mendorong
penerimaan dan implementasi rekomendasi melalui
mekanisme Advisory.

Hasil ini juga memperkuat pembahasan
sebelumnya pada H2 dan HS5, di mana kompetensi
auditor tidak berpengaruh langsung terhadap
kepatuhan, bahkan menunjukkan arah yang tidak
sesuai harapan dalam hubungannya dengan Advisory
effectiveness. Namun demikian, melalui jalur
mediasi, kompetensi auditor tetap memiliki peran
penting dalam meningkatkan kepatuhan. Hal ini
menunjukkan bahwa hubungan antara kompetensi

auditor dan kepatuhan regulasi bersifat tidak
langsung (indirect effect) sehingga keberadaan
Advisory effectiveness menjadi krusial dalam

menjembatani hubungan tersebut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ta dan
Doan (2022) serta Fitriani et al. (2025) yang
menunjukkan bahwa kompetensi auditor
meningkatkan kualitas layanan konsultatif yang
kemudian berdampak pada implementasi
rekomendasi audit. Selain itu, Rachmayanti dan
Martani (2025) juga menegaskan bahwa efektivitas
Advisory menjadi faktor kunci dalam menentukan
keberhasilan rekomendasi audit dalam meningkatkan
kepatuhan organisasi.
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Dalam konteks Kementerian PU, hasil ini
menunjukkan bahwa kompetensi auditor menjadi
faktor penting dalam menghasilkan rekomendasi
yang sesuai dengan kompleksitas teknis kegiatan.
Namun, rekomendasi tersebut baru memberikan
dampak terhadap kepatuhan apabila disampaikan
melalui Advisory yang efektif, yaitu yang memiliki
kejelasan (clarity), dapat diterima (acceptability), dan
mudah diimplementasikan (implementability) oleh
satuan kerja. Tanpa proses tersebut, kompetensi
auditor berpotensi hanya berhenti pada level analisis
tanpa menghasilkan perubahan nyata dalam praktik.
Advisory effectiveness memediasi pengaruh
Komunikasi  Auditor terhadap Kepatuhan
Regulasi

Hasil pengujian hipotesis kesepuluh (H10)
menunjukkan  bahwa  Advisory effectiveness
memediasi secara signifikan pengaruh komunikasi
auditor terhadap kepatuhan regulasi satuan kerja. Hal
ini ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar 0,000 dan
t-statistic sebesar 3,500, sehingga hubungan mediasi
dinyatakan signifikan. Namun demikian, nilai
koefisien tidak langsung sebesar -0,794 menunjukkan
bahwa arah hubungan mediasi bersifat negatif.
Dengan demikian, meskipun H10 diterima secara
signifikansi arah hubungan yang terbentuk tidak
sepenuhnya sesuai dengan hipotesis awal yang
mengharapkan hubungan positif.

Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi
auditor tidak hanya memengaruhi kepatuhan regulasi
secara langsung (sebagaimana hasil H6), tetapi juga
melalui mekanisme Advisory effectiveness. Hal ini
menegaskan bahwa komunikasi auditor berperan

dalam membentuk kualitas penyampaian
rekomendasi, yang  kemudian = memengaruhi
bagaimana rekomendasi tersebut dipahami dan

diimplementasikan oleh satuan kerja.

Dalam perspektif Attribution Theory, cara
auditor menyampaikan rekomendasi memengaruhi
persepsi  auditee  terhadap  profesionalisme,
objektivitas, dan niat auditor. Komunikasi yang jelas,
persuasif, dan konstruktif akan mendorong auditee
untuk mengatribusikan rekomendasi sebagai bentuk
pembinaan profesional, sehingga meningkatkan
penerimaan terhadap rekomendasi tersebut. Ketika
komunikasi tersebut dikemas dalam proses Advisory
yang efektif, rekomendasi menjadi lebih mudah
dipahami dan diterjemahkan ke dalam tindakan

operasional.

Dalam kerangka GRC, komunikasi auditor
berfungsi sebagai mekanisme yang
mentransformasikan informasi risiko dan

rekomendasi audit menjadi tindakan nyata dalam
organisasi. Melalui komunikasi yang efektif, auditor
dapat menjelaskan risiko, urgensi perbaikan, serta
langkah implementasi secara lebih kontekstual sesuai
dengan kondisi satuan kerja. Hal ini memperkuat
peran Advisory effectiveness sebagai jembatan antara
proses audit dan peningkatan kepatuhan regulasi.

Namun demikian, arah hubungan negatif pada
jalur mediasi menunjukkan adanya dinamika yang
kompleks. Sebagaimana hasil pada H7, Advisory
effectiveness memiliki hubungan negatif terhadap
kepatuhan regulasi, sehingga secara matematis
memengaruhi arah hubungan mediasi yang terbentuk.
Selain itu, komunikasi auditor yang sangat intens dan
detail berpotensi mengungkap lebih banyak temuan
atau risiko yang harus ditindaklanjuti oleh satuan
kerja. Hal ini dapat meningkatkan beban tindak lanjut
rekomendasi, sehingga dalam jangka pendek dapat
menurunkan persentase penyelesaian yang digunakan
sebagai indikator kepatuhan regulasi.

Selain itu, dalam konteks implementasi,
komunikasi yang efektif memang meningkatkan
kualitas Advisory, namun belum tentu secara
langsung meningkatkan kemampuan satuan kerja
dalam menindaklanjuti rekomendasi. Faktor seperti
keterbatasan sumber daya, kompleksitas kegiatan,
dan kapasitas organisasi juga turut memengaruhi

tingkat kepatuhan.
Temuan ini tetap konsisten dengan penelitian
sebelumnya  yang menekankan  pentingnya

komunikasi auditor dalam meningkatkan efektivitas
fungsi konsultatif. Penelitian Handoyo (2024) dan
Fitriani et al. (2025) menunjukkan bahwa komunikasi
auditor berperan dalam meningkatkan pemahaman
auditee serta kualitas implementasi rekomendasi.
Namun, hasil penelitian ini memberikan tambahan
insight bahwa pengaruh tersebut tidak selalu bersifat
linear, terutama ketika dihadapkan pada kompleksitas
implementasi di sektor publik.

Dalam konteks Kementerian PU, komunikasi
auditor yang efektif sangat penting dalam
menjembatani kesenjangan antara aspek teknis audit
dan kondisi operasional satuan kerja. Komunikasi
yang jelas, dialogis, dan berbasis solusi akan
meningkatkan clarity, acceptability, dan
implementability dari rekomendasi audit. Namun,
agar berdampak positif terhadap kepatuhan,
komunikasi tersebut perlu diiringi dengan dukungan
implementasi yang memadai di tingkat satuan kerja.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian
hipotesis menggunakan metode SEM-PLS, penelitian
ini menghasilkan beberapa temuan utama terkait
pengaruh independensi, kompetensi, dan komunikasi
auditor terhadap kepatuhan regulasi satuan kerja
dengan Advisory effectiveness sebagai variabel
mediasi.
Kesimpulan

Independensi auditor berpengaruh terhadap
Advisory effectiveness. Auditor yang memiliki
tingkat  independensi  yang  tinggi mampu
memberikan rekomendasi secara objektif dan bebas
dari tekanan pihak lain sehingga meningkatkan
kredibilitas serta penerimaan rekomendasi oleh
satuan kerja. Kompetensi auditor berpengaruh
terhadap Advisory effectiveness. Auditor yang
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memiliki pengetahuan teknis, pengalaman, serta
kemampuan analitis yang memadai mampu
memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan
aplikatif sehingga meningkatkan efektivitas fungsi
Advisory dalam proses pengawasan. Komunikasi
auditor berpengaruh terhadap Advisory effectiveness.
Kemampuan auditor dalam menyampaikan temuan
dan rekomendasi secara jelas konstruktif, dan
dialogis membantu satuan kerja memahami langkah
perbaikan yang diperlukan sehingga meningkatkan

efektivitas ~ Advisory. Independensi  auditor
berpengaruh terhadap kepatuhan regulasi satuan
kerja.  Auditor yang independen = mampu

menyampaikan rekomendasi secara objektifehingga
meningkatkan kepercayaan satuan kerja terhadap
hasil pengawasan dan mendorong implementasi
rekomendasi audit. Kompetensi auditor berpengaruh
terhadap kepatuhan regulasi satuan kerja. Auditor
yang kompeten mampu mengidentifikasi risiko
kepatuhan secara lebih akurat dan memberikan
rekomendasi yang relevan sehingga satuan kerja
lebih mudah memahami dan menerapkan langkah
perbaikan. Komunikasi auditor berpengaruh terhadap
kepatuhan regulasi satuan kerja. Komunikasi yang
efektif membantu satuan kerja memahami substansi
temuan dan  rekomendasi  audit  sehingga
meningkatkan kemungkinan tindak lanjut dan
kepatuhan terhadap regulasi. Advisory effectiveness
berpengaruh terhadap kepatuhan regulasi satuan
kerja. Advisory yang efektif membantu satuan kerja
memahami risiko, memperbaiki proses kerja, serta
memperkuat sistem pengendalian intern sehingga
mendorong peningkatan kepatuhan terhadap regulasi.

Advisory effectiveness memediasi pengaruh

independensi auditor terhadap kepatuhan regulasi.
Independensi auditor meningkatkan kredibilitas
rekomendasi  yang  kemudian  meningkatkan

efektivitas Advisory dan pada akhirnya mendorong
peningkatan kepatuhan satuan kerja. Advisory
effectiveness memediasi pengaruh  kompetensi
auditor terhadap kepatuhan regulasi. Kompetensi
auditor menghasilkan rekomendasi yang lebih
berkualitas sehingga meningkatkan efektivitas
Advisory dan mendorong implementasi perbaikan
oleh satuan kerja. Advisory effectiveness memediasi
pengaruh komunikasi auditor terhadap kepatuhan
regulasi. Komunikasi yang jelas dan konstruktif
meningkatkan kualitas Advisory sehingga
rekomendasi auditor lebih mudah dipahami dan
diterapkan oleh satuan kerja.

Secara keseluruhan, penelitian ini
menunjukkan bahwa karakteristik auditor yang
meliputi independensi, kompetensi, dan komunikasi
merupakan faktor penting dalam meningkatkan
efektivitas fungsi Advisory. Advisory yang efektif
kemudian berperan sebagai mekanisme yang
mendorong peningkatan kepatuhan regulasi satuan
kerja. Temuan ini memperkuat konsep GRC yang
menempatkan fungsi Advisory audit internal sebagai

instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas tata
kelola dan pengendalian organisasi sektor publik
Saran

Penelitian selanjutnya dapat memperluas
objek penelitian pada kementerian atau lembaga
pemerintah lainnya sehingga hasil penelitian dapat
memiliki tingkat generalisasi yang lebih luas.
Vvariabel lain yang berpotensi memengaruhi
kepatuhan regulasi seperti dukungan manajemen
puncak, budaya organisasi, atau sistem pengendalian
intern. Pendekatan metode campuran (mixed
methods) dengan  mengombinasikan  metode
kuantitatif dan kualitatif agar dapat menggali secara
lebih mendalam proses pelaksanaan Advisory dalam
praktik pengawasan internal. Penelitian di masa
depan juga dapat mengembangkan indikator
pengukuran  kepatuhan regulasi yang lebih
komprehensif  sehingga ~mampu  memberikan
gambaran yang lebih utuh mengenai tingkat
kepatuhan organisasi.
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